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4. Undang-Undang Nomor 15 
Pengelolaan dan Tang , 
(Lembaran Negara Republi 
Tambahan Lembaran 
Nomor 4400); 

2. Undang-UndangNomor 13 T un 2001 tentangPembentukan 
Kota Bau-Bau (LembaranjN gara Republik Indonesia Tahun 
2001 nomor 93, Tamb Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaim , telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang- ndang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi PeratJ an Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu, 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik donesia Nomor 6736); 

I 
ahun 2004 tentang Pemeriksaan 
g -Jawab Keuangan Negara 

t 
ndonesia.Tahun 2004 Nomor 66, 

: Republik Indonesia 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

: a. bahwa untuk melaksanak ketentuan Pasal 96 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Norn· 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah, enggunaan Surplus Kas Pada 
Badan Badan Layanan U~ m Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Baubau ditetap an dengan Peraturan Wali Kota; 

b. bahwa sebagai pedoman I ar pelaksanaan surplus dapat 
berjalan sesuai dengan Keb tuhan Rumah Sakit yang efektif, 
efisien, ekonomis, trans bertanggungjawab dan 
memperhatikan azas k dan manfaat untuk 
masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan perti sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, erlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Penggunaan S rplus Kas Pada badan Layanan 
Umum Daerah Rumah S · Umum Daerah Kota Baubau; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA G MAHAESA 

WALI KOTA BAUBI u, 

Mengingat 

Menimbang 

PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADA LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERA KOTA BAUBAU 

TENT ANG 

WALi KOTA BAUD 
PROVINSISULAWESITE GGARA 

PERATURAN WALi KOT1 BAUBAU 

NOMOR: 7-8 TAHU I 2023 

·.• 
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5. Undang-Undang Nomor 36 ahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 
5036); sebagaimana telah iubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang omor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemei ntah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tent I g Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negaraj epublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); I 

6. Undang-Undang Nomor 44 ahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072); I 

7. Undang-Undang Nomor 23 'F un 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara I epublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224 Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana t ah diubah beberapa kali terakhir 

J 

dengan Undang-Undang omor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Peme1 ntah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 ten I g Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); ! 

8. Peraturan Pemerintah No or 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Ba1 an Layanan Umum (Lembaran 

' Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Rep1:l lik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubal} dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 ter ang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 TI un 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan UT um (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 NJ or 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomo 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi (Lembaran Neg~ Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); I 

10. Peraturan Pemerintah N~ or 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Day ah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 N'·< mor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan mum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 18 Nomor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik In nesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Keu an Nomor 220/PMK.05/2016 
ten tang Sistem Akuntansi I an Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Berita N Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2142); seb~ aimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keu gan Nomor 42 / PMK. 05/2017 
tentang Perubahan atas Pe turan Menteri Keuangan Nomor 
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4. Sekret~s Daerah adalah Sekretaris Daerah!I ota Baubau. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangs anjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah K ta Baubau yang memiliki tugas 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan aerah dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. I 

6. Rurnah Sakit Umum Daerah Kota Baubau ya g selanjutnya disebut RSUD Kata 
Baubau adalah Rumah Sakit milik Peme1 ntah Kota Baubau yang sudah 
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum D' erah (BLUD) dalam status penuh. 

7. Badan :Layanan Umum Daerah yang selanju ya disingkat BLUD adalah sistem 
yang diterapkan oleh unit pelaksana tekni! dinas atau badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarald t yang mempunyai fleksibilitas 
dalam: pola pengelolaan keuangan sebag · pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

8. Surplus adalah selisih lebih antara realisa · pendapatan dan realisasi biaya 
operasional BLUD pada satu tahun anggar i 

9. SiLPA adalah selisih lebih realisasi anggar 1. yang sudah direncanakan dan 
disetujui tetapi tidak terserap di tahun ang aran yang berjalan atau selama 
satu periode anggaran. 

BABI 
KETENTUANU 

' I 

I 
I 
I 
I 

Dalam Peraturan W a1i Kata ini yang dimaksud 
I 

1. Daerah adalah Kota Baubau. 
2. Pemeri~tah Daerah adalah Pemerintah Ko 

I 

3. Wali K6ta adalah Wali Kata Baubau. 
I 

Pasal 1 

ANG PENGGUNAAN SURPLUS 
MUM DAERAH RUMAH SAKIT 

MEMUTUSKAI 

: PERATURAN WALI KOTA TE 
KAS PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH KOTA BAUBA 

Menetapkan 

220/PMK.05/2016 tentan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
I 

Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 No, r 700); I 

14. Peraturan Wali Kota Baubal Nomor dg Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerint Kota Baubau; 

15. Peraturan Daerah Kota Ba . au Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau 
(Lembaran Daerah Kata B ubau Tahun 2016 Nomor 5); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 un 2016 tentang Pembentukan 

' dan Susunan Perangkat I aerah Kota Baubau (Lembaran 
Daerah Kata Baubau Tahu! 2021 Nomor 2); 

16. Peraturan Wali Kata Baubd Nomor 28 Tahun 2023 tentang 
Kedudukan, Susunan Org1 isasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Baub u (Berita Daerah Kota Baubau 
Tahun 2023 Nomor 28). 
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PPK-BLUD RSUD Kata Baubau dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada 
tahun anggaran berikutnya, untuk membiay. · kegiatan dan program tahun 
berikutnya. 

I 

Pasal 4 

BAUBAU 
BAB III 

SURPLUS PPK-BLUD RS 

Pasal 3 

(1) Surplu~ anggaran PPK-BLUD RSUD Kota B ubau diperoleh dari selisih lebih 
antara :realisasi pendapatan dan realisasi b_s~ ja operasional pada satu tahun 
anggaran dan/ atau sisa kas akhir tahun . .tl lanja gaji ASN dimasukan dalam 
belanj~ operasional tetapi penerimaannya bf asal dari Pemilik. 

(2) Surplus PPK-BLUD RSUD Kota Baubau seb gaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ,digunakan dalam rangka membia~ · program dan kegiatan untuk 
memberi manfaat bagi peningkatan pelayan kepada masyarakat dan dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BIL D RSUD Baubau. 

(3) Mekanisme pelaksanaan surplus kas RSUD ota Baubau dilaksanakan melalui 
Rekening Kas BLUD. 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini aitu untuk mengatur pengelolaan 
surplus kas pada RSUD Kota Baubau ag penggunaannya sesuai dengan 
fleksibilitas pada BLUD. I 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota in yaitu untuk menjamin kepastian 
hukum penggunaan surplus kas pada R UD Kota Baubau dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan kepadi masyarakat dan mewujudkan 
penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat. 

Pasal 2 

Umum Daerah yang selanjutnya 
k I • an euangan yang mempunyai 

gan seb~gai pengecualian dari 

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan 
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelo 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keu 

I ketentuan pengelolaan daerah pada urnu 
I 

11. Rekening Kas BLUD adalah rekening penyi panan uang BLUD yang dibuka 
oleh Direktur untuk menampung seluruh ~ nerimaan BLUD dan digunakan 
untuk pembayaran seluruh pengeluaran BL D pada bank yang ditetapkan. 

12. Pejabaf Pengelola BLUD adalah Pimpin I BLUD yang bertanggungjawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat 
Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD. 

13. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah pe elenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah manajemen yang baik i alam rangka pemberian layanan 
yang bermutu, berkesinambungan, berdaj saing, serta menyediakan dan 
memberikan pelayanan sesuai dengan kebu han masyarakat. 

BAB II 
MAKSUD DAN TU AN 
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I 

i 
(1) Dewan1 pengawas melakukan monitoring d evaluasi secara berkala paling 

sedikit1 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tah 
I 

terhadap penggunaan surplus 
anggaran pada PPK-BLUD RSUD Kota Baul> u. 

(2) Monitdringdan evaluasi sebagaimanadim~J ud padaayat (1) memuat tentang: 
a. mehiantau perkembangan kegiatan BLJ termasuk keuangan; 
b. menilai kinerja keuangan maupun erja non keuangan BLUD dan 

mehiberikan rekomendasi atas hasil pe ilaian untuk ditindaklanjuti oleh 
Pejabat Pengelola BLUD; 

c. memonitor tindak lanjut basil evaluasi d penilaian kinerja (keuangan dan 
no~ keuangan) dari hasil laporan audit f meriksa eksternal pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pel elola BLUD dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya; dan 

I 

e. memberikan pendapat dan saran kepad Wall Kota mengenai: 
1) , RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pe I gelola BLUD; 
2) , Permasalahan yang menjadi kendal alam pengelolaan BLUD;dan 
3) 'kinerja BLUD. 

Pasal 6 

BABV 
MONITORING DANE ALUASI 

(1) Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pa 3 ayat (1) yang diperoleh PPK- 
BLUD iRSUD Kota Baubau disampaikan ~ rupa laporan kepada Wali Kota 
melalui PPKD untuk divalidasi dan disetuj i untuk digunakan pada tahun 
anggaran berikutnya. j 

(2) Penggunaan surplus sebagaimana dimaks · dalam Pasal 3 disertai dangan 
rincian rencana penggunaan anggaran pend patan dan biaya. 

(3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan ebutuhan dan jenis belanja PPK 
BLUD F.SUD Kota Baubau, meliputi: 
a. belanja pegawai; 

I 

b. belanja barang danjasa; 
c. belanja modal;dan 
d. investasijangka pendek (deposito). 

I 
I 

Pasal 5 

' i 
K-BLUD RSUD BAUBAU 

I 

I BAB IV 
PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 

AR 

NO. 

AODE AHMAD MONIANSE 
\ 

I 
I 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 10 A6uml~ 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

I 

WALI KOTA BAUBAU, 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, IO .4G'uS-rCIS' 2023 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak, gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah n pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita D erah Kota Baubau. 

BAB VI 
KETENTUAN PEN TUP 

Pasal 7 


